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KATA PENGANTAR
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RAGURANN- [

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Hasil Pengawasan Hakim
Pengawas Bidang Triwulan | (Januari s.d. Maret) Tahun 2024 Pengadilan
Agama Kabupaten Malang ini dapat diselesaikan dengan baik dan fepat
waktu.

Laporan ini merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1051/KPA.W13-
A35/PS.01/111/2024, tanggal 12 Pebruari 2024, tentang Hakim Pengawas
Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan Surat Tugas
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1636/KPA.W13-
A35/PS.01/1/12024 tanggal 21 Maret 2024, selanjutnya dilaporkan kepada
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Laporan ini merupakan salah
satu evaluasi kinerja meliputi bidang (a) Bidang Manajemen Peradilan dan
Kinerja Pelayanan Publik, (b) Administrasi Umum (Kepegawaian dan
Ortala, SOP  Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas,
Perencanaan,Teknologi Informasi dan Pelaporan, (¢} Administrast Umum
(Umum dan Keuangan DIPA), (d) Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun,
Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan
Keuangan Perkara), dan (e) Administrasi Persidangan (BAS, Putusan /
Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan) sekaligus pembinaan dalam
rangka upaya menuju kinerja yang lebih baik. Pelaksanaan pengawasan
Hakim Pengawas Bidang ini dilakukan setiap triwulan dengan harapan jika
ada pelaksanaan tugas yang masih belum sesuai, maka hal itu dapat
segera ditemukan dan segera pula dapat ditindaklanjuti dan dituntaskan
dengan segera.

Kendati telah diupayakan uniuk bisa menyuguhkan Laporan ini
dengan baik, akan tetapi Laporan ini masih perlu penyempurnaan
sehingga masukan, kritk, dan saran sangat diharapkan guna

penyempurnaan Laporan ini pada masa pengawasan berikutnya.
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Semoga Laporan Hasil Pengawasan ini bermanfaat khususnya bagi
segenap aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk
menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat
berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang
berlaku. Pengawasan diharapkan akan dapat memperkecil kemungkinan
timbulnya hambatan atau dapat dilakukan tindakan perbaikan atas kekurangan
atau kekeliruan yang terjadi. Pengawasan diharapkan pula dapat membantu
melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang
telah direncanakan secara efisien dan efektif.

Untuk memantapkan fungsi pengawasan, selain pengawasan yang
dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun lembaga
pengawasan lainnya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengintensifkan
pengawasan internal yang dilakukan sejak penyusunan rencana kerja
(prefiminary control), saat kegiatan berlangsung (cocurrent control) dan setelah
kegiatan selesai dilaksanakan (feed back controf). Hal demikian dilakukan
karena pengawasan sebagai fungsi organik manajemen mutlak harus
dilaksanakan untuk mencapai fungsi organisasi, yaitu mengendalikan secara
tepat agar semua yang dikerjakan sesuai dengan perencanaan.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengintensifkan
pengawasan internal yang dilaksanakan oleh para Hakim Pengawas Bidang.
Untuk lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan, maka pengawasan dilakukan
setiap triwulan (3 bulan sekali). Hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dilaporkan kepada Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Hakim Tinggi Pembinaan dan

Pengawasan Daerah (Hatibinwasda).
B. Dasar Hukum Pengawasan

Dasar hukum pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama

Kabupaten Malang ini sebagai berikut:
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1. Pasal 39 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

2. Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
sebagaimanan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan
dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di Bawahnya;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/O80/SKNVIII/2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga
Peradilan;

5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor
1051/KPA.W13-A35/PS.01/111/2024, tanggal 12 Pebruari 2024 tentang Hakim
Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

6. Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor
1636/KPA.W13-A35/PS.01/11/2024 tanggal 21 Maret 2024.

C. Susunan Hakim Pengawas Bidang

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang
1051/KPA.W13-A35/PS.01/111/2024, tanggal 12 Pebruari 2024 tentang Hakim
Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Susunan Hakim
Pengawas Bidang (Hawasbid) pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang
sebagai berikut:

NO JABATAN
NAMA
KEDINASAN M
1 2 3 4
1 | Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., | Wakil Ketua Koordinator
M.H. Pengawas
NIP. 19740807.199803.2.001
2 | Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.1. Hakim Bidang Manajemen
NIP. 19600605.198703.1.003 Peradilan dan
3 | Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. Pelayanan Publik
NIP. 12650315.199303.1.004
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4 | Drs. ABD. ROUF, M.H. Hakim Bidang Administrasi

NIP. 19660925.199403.1.005 Umum
(Kepegawaian dan
Ortala, SCP
Kesekretariatan,
SIKEP, SIMPEG,
Komdanas, PTIP)

5 | Drs. H.A. BASHORI, MA. Hakim Bidang Administrasi
NIP.19610224.199403.1.001 Umum (Umum dan

Keuangan DIPA)

6 | Drs. H MUHAMMAD KHAIRUL, i Hakim Bidang Administrasi
M.Hum Perkara (Hukum,
NIP. 19670105.199203.1.005 Tabayun, dan

Pelaporan,

7 | SUTAJI, S.H., M.H. Permohonan,

NIP. 19680809.199203.1.003 Gugatan, Register,

SOP Kepaniteraan
dan Keuangan
Perkara serta

mediasi)

8 | Dra.Hj.ENIK Hakim Bidang Administrasi
FARIDATURROHMAH, M.H. Persidangan (BAS,
NIP. 18700407.199403.2.002 Putusan /

Penetapan, Minutasi

9 | Drs. H. SHOBIRIN, M.H. dan Pemberkasan

NIP. 197010051996031003

D. Ruang Lingkup Pengawasan
Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Hawasbid meliputi

semua aspek yudisial dan non yudisial, terdiri dari:

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik:
Program kerja;
a. Pelaksanaan / pencapaian target;
b. Pengawasan dan pembinaan;
c. Kendala dan hambatan;
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. Faktor-faktor yang mendukung;

. Evaluasi kegiatan;

. Posbakum;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP);

. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;
. Penanganan pengaduan masyarakat;

Pelayanan informasi;

@ M 00 0 T D Q

. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian,
(implementasi 5RIN dan K3);

h. Pemanfaatan IT untuk Pelayanan Publik; dan

i. Pelayanan PT Pos dan Bank.

Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP,

SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan:

a. Keadaan SDM;

b. Administrasi Kepegawaian;

c. ABK;

d. Anjab;

e. LHKPN dan LHKSN;

f. Perencanaan kebutuan pegawai;

g. Mutasi internalt,

h. Pengembangan pegawa berbasis kompetensi;

i. Penetapan kinerja individu;

j- Penegakan aturan disiplin/kode etik; dan

k. Update data pegawai.

[. Rensta, RKT, IKU,

m. LkjIP;

n. SOP

0. Laporan Tahunan; dan

p. Website.

Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)

a. Administrasi BMN;

b. Keadaan sarana Prasarana termasuk Sarana prasarana Internet;

¢. Administrasi Keuangan DIPA 01 dan 04;
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d. Administrasi PNBP;
e. Administrasi Persuratan; dan
f. Perpustakaan.
Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, Pelaporan, Permohonan,
Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)
. Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama banding, kasasi dan PK;
. Register Perkara;
. Keuangan perkara;
. Tabayun
. Pelaporan Perkara
Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama banding, kasasi dan PK;

. Register Perkara;

JGQc oo Q0 T D

. SOP Kepaniteraan
Keuangan perkara;

j- mediasi.

Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan
Pemberkasan)

a. BAS dan kepatuhan upload e doc BAS di SIPP;

b. Putusan dan kepatuhan upload e doc Putusan di SIPP;
¢. Administrasi persidangan;,

d. Minutasi dan Publikasi Putusan;

e. Alih media;

f. SIPP;

g. Laporan Perkara;

h. Arsip Perkara; dan

E. Waktu dan Mekanisme Pengawasan

Pengawasan Hakim Pengawas Bidang untuk Triwulan | (Januari s.d.

Maret) 2024 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak hari Senin, 1
April 2024 sampai dengan hari Rabu, 3 April 2024.

Penentuan waktu yang demikian dimaksudkan agar Hasil Pengawasan

Hakim Pengawas Bidang segera dapat ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan
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paling lama 2 (dua) hari kerja setefah menerima Hasil Pengawasan Hakim
Pengawas Bidang.

Setelah ada tanggapan atau tindak lanjut objek pemeriksaan, maka
Koordinator Hakim Pengawas Bidang melakukan verifikasi terhadap hasil
pengawasan untuk memastikan bahwa hasil pengawasan tersebut telah
ditanggapi/ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan (obrik) paling lama 2 (dua) hari
kerja. Selanjutnya Laporan Hasil Pengawasan Hawasbid dilaporkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dilaporkan kepada Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Hatibinwasda.
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Untuk memenuhi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten
Malang Nomor 1051/KPA.W13-A35/PS.01/111/2024, tanggal 12 Pebruari 2024
tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang,
dan Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor
1636/KPA.W13-A35/PS.01/11/2024 tanggal 21 Maret 2024, maka para Hakim
Pengawas Bidang telah melakukan pengawasan di bawah Koordinasi
Koordinator Hakim Pengawas Bidang, mulai tanggal 1 April 2024 sampai 3 April
2024,

Berdasarkan Surat Tugas tersebut, Hakim Pengawas Bidang telah

melaksanakan pengawasan dan hasilnya sebagaimana berikut.

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik

1. Daftar Mediator Hakim dan non Hakim masih
menggunakan daftar mediator lama sebagian nama
mediator masih tertera hakim yang sudah mutasi, belum
dirubah yang bertanggal 10 Nopember 2023 ;

2. Sturuktur Organisasi Pengadilan agama Kabupaten
malang Keas 1 A, masih terdapat nama Hakim yang
sudah Mutasi. Belum diganti dengan Hakim yang baru

1. Daftar Mediator Hakim dan non Hakim, seyogyanya
semua nama yang dimuat dalam daftar Mediator
adalah hakim yang masih bertugas secara nyata (aktif)
di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bukan
hakim yang sudah ke luar atau mutasi ke daerah lain,
Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur
Mediasi di Pengadilan.

2. Sturuktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten
Malang Kelas 1 A, seharusnya nama pejabat baik
struktural maupun fungsional, subjeknya masih aktif
bertugas di tempat. Perma nomor 7 tahun 2015.

1. Kesalahan Daftar Mediator Hakim dan non Hakim, dapat
menimbulkan kekecewaan, karena apa yang diinginkan
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dan dipilih menjadi mediator menjadi tidak sesuai
harapan para pihak.

2. Tidak sesuainya atau kurangnya nama pejabat afau
karyawan yang tertera di dalam susunan (Struktur
Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Keas 1
A, menyebabkan kesalahan dalam informasi kepada
pengunjung atau para informan.

. Ketika Ketua Majelis hakim menetapkan atas pilihan
mediator para pihak dalam daftar tersebut sementara
hakim mediator yang dipilih tidak berada di Pengadilan
Agama Kab. Malang, maka berakibat keliru dan tidak
sesuai dengan harapan pihak yang berperkara;

2. Sturuktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten
malang Keas 1 A, dengan adanya kekeliruan dan tidak
sesuainya data pada papan Struktur Organisasi tersebut,
maka berakibat kerugian terhadap lembaga Peradilan
yang sudah mempunyai nilai sangat baik dengan predikat
Prima.

. Seharusnya setiap membuat Daftar Mediator Hakim dan
non Hakim itu Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim
subjek(Hakim Mediator atau Mediator Non Hakim) yang
bersangkutan masih aktif bertugas di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang.

2. Sturuktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten

malang Keas 1 A. Harus benar benar nama yang tertera
itu masih aktif bertugas di tempat atau di Pegadalan ini.

Di ruang baca disabilitas tidak ada kursi tempat duduk
pengguna layanan.

Kursi atau tempat duduk harus ada, apalagi terpat layanan
tersebut sebagai ruang baca disabilitas yang mempunyai
kekurangan fisik yang membutuhkan kenyamanan.

Dalam anjungan gugatan mandiri secara manual kurang
jelas informasi mengenai gugatan mandiri.

Akibat tidak ada kursiftempat duduk dalam ruang baca
disabilitas, maka layanan tersebut jarang dikunjungi
pengguna layanan.

Seharusnya perangkat dan peralatannya di lengkapi seperti
kursiftempat duduk di dalam ruangan baca disabilitas demi
kenyamanan pengguna layanan tersebut.
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2. Bidang Administrasi UMUM, Kepegawaian dan Ortala, SOP Sekretariat,
SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP

LHKPN dan LHKSN/ spt Tahunan belum semuanya di
upload ke Website

Website harus lengkap sesuai Surat Edaran Dirjen Badilag
Nomor : 4060/2020 Tanggal 20 Desember 2020

Pejabat yang ada terlambat meng update dan kurang teliti
dalam mengelola Website.

Wesite kurang lengkap dan belum sesuai Surat Edaran Dirjen
Badilag Nomor : 4060/2020 Tanggal 20 Desember 2020

Segera melengkapi kekuragan yang ada dan meng-update
data yang baru tentang LHKPN, LHKSN dan SPT tahunan.

SK yang dibuat tahun 2024 terdapat aturan yang sudah tidak
berlaku, namun masih dibuat sebagai dasar penerbitan Sk.
Misal UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang ASN

Bahwa penerbitan Sk harus berpedoman pada peraturan
yang masih berlaku, sebagaimana dalam Arsip Nasional. UU
Nomor 5 Tahun 2021.

Petugas pembuat Sk kurang upadate peraturan baru. Untuk
melakukan revisi dalam pembuatan SK.

SK vyang diterbitkan secara admisitratif tidak memenuhi
syarat karena mendasarkan pada aturan yang sudah tidak
berlaku.

Dalam pembuatan SK sebelum diterbitkan perlu cek dan
ricek Kembali terutama oleh atasan langsung.

3. Bidang Administrasi UMUM dan DIPA

Bendera halaman utama sudah lusuh, warna pudar.

Seharusnya bendera nasional sebagai lambing Negara
warna merah putih cerah

Terlama dipakai terkena sinar matahari dan hujan

Kepedulian lembaga terhadap lambang Negara kurang
diperhatikan

Segera adakan penggantian secara berkala minimal setiap 2
bulan sekali
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Penomoran Barang  Milik
menggunakan penomoran lama.

Negara (BMN) masih

Seharusnya penomoran terhadam BMN berpedonam padan
SIMAN.

Pembuatan nomor tidak berpedoman pada SIMAN.

Nomor yang tertera pada barang BMN tidak sesuai dengan
petunjuk dalam SIMAN.

Segera ganti nomor BMN dengan berdoman pada SIMAN.

Realisasi keuangan DIPA sampai dengan tanggal 26 Maret
2024, untuk belanja pegawai sebesar 24,51 dan belanja
barang 23,75 % dan belanja modal 0 %.

Seharusnya untuk triwulan ketiga yang akan berakhir 31
Maret 2023 sudah mencapai 25 % dari total pagu

mengajukan pencairan DIPA terlambat

Pencairan DIPA tidak sesuai target

Segera ajukan pencairan DIPA

4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan,
Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan
Perkara, Mediasi)

Tanggal pengeluara biaya pengambilan sumpah selalu
bersamaan dengan tanggal pengeluaran redaksi dan
meterai, seperti perkara nomor: 1421, 1422, 1423 dan
1425/Pdt.G/2024, pengambilan sumpah saksi dilakukan
tanggal 13 Maret 2024 akan tetapi biayanya baru dikeluarkan
tanggal 26 Maret 2024 (saat perkara putus).

- Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

- Seharusnya pada wakiu pengambilan sumpah tanggal itu
juga biayanya dikeluarkan dalam jurnal keuangan.

Panitera Pengganti tidak melaporkan adanya pengambilan
sumpah kepada kasir.

Kasir tidak tahu.

1. Panitera Pengganti supaya melaporkan kepada kasir
adanya pengambilan sumpah.

2. Dibuatkan instrumen biaya pengambilan sumpah.
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5. Bidang Administrasi Persidangan

Perkara Nomor 0096/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg ;

BAS sidang pertama.tertulis perkara terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Majene;

Seharusnya ditulis “ terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kabupaten Malang “.

Hakim dan Panitera Pengganti kurang teliti ;

Menyalahi KMA Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 16
Desember 2022 Tentang Format dan Isi Putusan Perdata
Agama.

Seharusnya direnvoi dengan Sah dicoret disingkat sc. atau
sah diganti disingkat sdg.

Perkara Nomor 0016/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg ;

1. Penunjukan Jurusita tidak disebutkan siapa pejabat
Jurusitanya yang ditunjuk karena kosong;

2. tidak ada relaas panggilan sidang pertama;

3. Penyebutan di Penetapan Halaman 11 yaitu Pasal 89
Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama;

1. Seharusnya Panitera menunjuk Jurusita dalam perkara a
quo sesuai dengan Pasal 103 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

2. Seharusnya Pemohon dipanggil di persidangan sesuai
dengan Pasal 121 HIR, Pasal 26 PP Nomor 9 tahun 1975;

3. Seharusnya Penyebutan Pasal 89 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor
50 Tahun 20089;

Kurang ketelitian dari Pejabat terkait seperti Panitera, Hakim
dan Panitera Pengganti;

Menyalahi ketentuan Pasal 121 HIR, dan Pasal 26 PP Nomor
9 tahun 1975;

Agar mengikuti ketentuan Pasal 121 HIR, dan Pasal 26 PP
Nomor 9 tahun 1975;

Perkara Nomor 5998/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mig
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1. BAS halaman 36 telah direnvoi oleh ketua majelis dan
Panitera Pengganti, akan tetapi belum diparaf
sebagaimana mestinya; Berlanjut pada halaman
40,41,44,45,76, dan 78;

2. Ketua majelis dan Panitera Pengganti berbeda —beda
didalam menandai zero cross (z) ada yang tidak
membubuhkan paraf dibawahnya dan ada pula yang
membubuhkan paraf dibawahnya (misalnya Perkara
Nomor 006/Pdt.P/2024/PA . Kab.Mlg. dan
0096/Pdt.P/2024/PA Kab.Mig.

3. Didalam BAS halaman 86 disebutkan bahwa upaya
hukum terhadap putusan a quo disebut verzet padahal
Tergugat pernah hadir di persidangan; (putusan
kontradictoir).

1. Seharusnya diparaf oleh Ketua Majelis dan panitera
Pengganti dalam perkara a quo;

2. Seharusnya apabila ada pernyataan yang direnvoi maka
harus diberi keterangan disebelah kirinya naskah, diberi
tanda misalnya centrang, diberi kode sc jika dicoret, atau
sdg jika diganti, kemudian diparaf oleh Ketua
majelis/Hakim dan Panitera Pengganti;

3. Upaya hukum terhadap a quo adalah banding karena
Tergugat pernah hadir di persidangan;

Kurang Ketelitian dari Pejabat terkait seperti Hakim dan
Panitera Pengganti;

Menyalahi KMA Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 16
Desember 2022 Tentang Format dan Isi Putusan Perdata
Agama.

Agar mengikuti ketentuan KMA Nomor:
I59/KMA/SKIXIN2022 Tanggal 16 Desember 2022 Tentang
Format dan Isi Putusan Perdata Agama.
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BAB Il
REKOMENDASI

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai Koordinator

Hakim Pengawas Bidang melaporkan Hasil Pengawasan kepada Ketua

Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar segera dapat ditindaklanjuti oleh

objek pemeriksaan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Hasil

Pengawasan Hakim Pengawas Bidang.

Untuk efektifnya hasil pengawasan ini, maka direkomendasikana hal-hal

sebagai berikut:

1.

Agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat memerintahkan
kepada para pejabat Kepaniteraan di bawah koordinasi Panitera dan para
pejabat Kesekretariatan di bawah koordinasi Sekretaris uniuk
menindaklanjuti seluruh hasil temuan pengawasan ini, sesuai bidangnya
masing-masing;

Untuk memudahkan evaluasi, disarankan agar dibuatkan laporan/rekap
hasil tindaklanjut terhadap temuan-temuan permasalahan tersebut oleh
Panitera dan Sekretaris ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan
tembusan kepada Koordinator Pengawas serta Hakim-hakim Pengawas
Bidang, sehingga dapat terukur serta terpantau temuan-temuan yang telah
ditindaklanjuti dan temuan yang belum ditindaklanjuti;

Temuan-temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang tidak dapat /
belum dapat ditindaklanjuti harus diberikan argumentasi rasional / alasan
yang menjadi kendalanya sebagai tanggapan objek pemeriksaan yang
bersangkutan;

Temuan-temuan hasil pengawasan yang dan ditemukan lagi dalam
pengawasan saat ini, perlu mendapat perhatian lebih agar tidak terus
menerus menjadi temuan dalam pengawasan selanjutnya; dan

Pembinaan internal perlu dilakukan secara terus-menerus terhadap seluruh
pegawai/staf dan hakim untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan

kinerja aparatur pengadilan.
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BAB IV
TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN

TRIWULAN | TAHUN 2024

Berdasarkan rekomendasi Hakim Pengawas Bidang, hasil pengawasan
tersebut telah ditindaklanjuti/ditanggapi oleh objek pemeriksaan di bawah
koordinasi Panitera dan Sekretaris pada tanggal 4 sampai 5 Aprit 2024.
Koordinator Hakim Pengawas Bidang (Wakil Ketua Pengadilan Agama
Kabupaten Malang) telah melakukan verifikasi terhadap Hasil Pengawasan pada
tanggal 5 April 2024. Laporan Hakim Pengawas Bidang yang telah diverifikasi
merupakan Laporan Hakim Pengawas Bidang untuk dilaporkan kepada Ketua
Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan ditembuskan kepada Hatibinwasda.

Adapun Laporan Hakim Pengawas Bidang yang telah ditindaklanjuti oleh
objek pemeriksaan tersebut sebagai berikut:

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik

. Daftar Mediator Hakim dan non Hakim masih
menggunakan daftar mediator lama sebagian nama
mediator masih tertera hakim yang sudah mutasi,
belum dirubah yang bertanggal 10 Nopember 2023 ;

. Sturuktur Organisasi Pengadilan agama Kabupaten
malang Keas 1 A, masih terdapat nama Hakim yang
sudah Mutasi. Belum diganti dengan Hakim yang baru

. Daftar Mediator Hakim dan non Hakim, seyogyanya
semua nama yang dimuat dalam daftar Mediator adalah
hakim yang masih bertugas secara nyata (aktif) di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bukan hakim
yang sudah ke luar atau mutasi ke daerah lain, Perma
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di
Pengadiian.

. Sturuktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten
Malang Kelas 1 A, seharusnya nama pejabat baik
struktural maupun fungsional, subjeknya masih aktif
bertugas di tempat. Perma nomor 7 tahun 2015.

. Kesalahan Daftar Mediator Hakim dan non Hakim,
dapat menimbulkan kekecewaan, karena apa yang
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diinginkan dan dipilih menjadi mediator menjadi tidak
sesuai harapan para pihak.

4. Tidak sesuainya atau kurangnya nama pejabat afau
karyawan yang tertera di dalam susunan (Struktur
Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Keas
1 A, menyebabkan kesalahan dalam informasi kepada
pengunjung atau para informan.

3. Ketika Ketua Majelis hakim menetapkan atas pilihan
mediator para pihak dalam daftar tersebut sementara
hakim mediator yang dipilih tidak berada di Pengadilan
Agama Kab. Malang, maka berakibat keliru dan tidak
sesuai dengan harapan pihak yang berperkara;

4. Sturuktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten
malang Keas 1 A, dengan adanya kekeliruan dan tidak
sesuainya data pada papan Struktur Organisasi
tersebut, maka berakibat kerugian terhadap lembaga
Peradilan yang sudah mempunyai nilai sangat baik
dengan predikat Prima.

3. Seharusnya setiap membuat Daftar Mediator Hakim
dan non Hakim itu Hakim Mediator dan Mediator Non
Hakim subjek(Hakim Mediator atau Mediator Non
Hakim) yang bersangkutan masih aktif bertugas di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

4. Sturuktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten
malang Keas 1 A. Harus benar benar nama yang
tertera itu masih aktif bertugas di tempat atau di
Pegadalan ini.

Telah ditindaklanjuti dan update daftar mediator serta
struktur organisasi

Daftar Mediasi

PENGADILANMN AGAMA KABUP. EN MALANG
Ji. Raya Mojosan Nomor 77 Teip. 034 1-309 102 Pax. 034 1-306194
Website - www.pa-malangkab.go.id omai - pa kab malanamomail com
KEPANJEN MALANG 65163

-
&
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@
v
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Struktur Organisasi

P orsnomisBAR. M.HI
BN Or. i NURUL MAULIDAH, SAg. MH.

[Phuirens W picspaemus |

Di ruang baca disabilitas tidak ada kursi tempat duduk
pengguna layanan.

Kursi atau tempat duduk harus ada, apalagi terpat layanan
tersebut sebagai ruang baca disabilitas yang mempunyai
kekurangan fisik yang membutuhkan kenyamanan.

Dalam anjungan gugatan mandiri secara manual kurang
jelas informasi mengenai gugatan manditi.

Akibat tidak ada kursiftempat duduk dalam ruang baca
disabilitas, maka layanan tersebut jarang dikunjungi
pengguna layanan.

Seharusnya perangkat dan peralatannya di lengkapi seperti
kursi/tempat duduk di dalam ruangan baca disabilitas demi
kenyamanan pengguna layanan tersebut.

Telah ditindaklanjuti
Before
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Bidang Administrasi UMUM, Kepegawaian dan Ortala, SOP
Sekretariat, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP

LHKPN dan LHKSN/ spt Tahunan belum semuanya di
upload ke Website

Website harus lengkap sesuai Surat Edaran Dirjen Badilag
Nomor 4060/DJA/HM.02.3/X11/2020 tanggal 8 Desember
2020

Pejabat yang ada terlambat meng update dan kurang teliti
dalam mengelola Website.

Wesite kurang lengkap dan belum sesuai Surat Edaran
Dirjen Badilag Nomor 4060/DJA/HM.02.3/X11/2020 tanggal
8 Desember 2020
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Segera melengkapi kekuragan yang ada dan meng-update
data yang baru tentang LHKPN, LHKSN dan SPT tahunan.

Sudah ditindaklanjuti dengan mengupdate data website
LHKPN dan LHASN sesuai dengan Surat Edaran Dirjen
Badilag Nomor 4060/DJA/HM.02.3/XI1/2020 tanggal 8
Desember 2020

Before LHKFN

AEOOEEE

O

Before LHKASN
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SK yang dibuat tahun 2024 terdapat aturan yang sudah
tidak berlaku, namun masih dibuat sebagai dasar
penerbitan Sk. Misal UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang
ASN

Bahwa penerbitan Sk harus berpedoman pada peraturan
yang masih berlaku, sebagaimana dalam Arsip Nasional.
UU Nomor 5 Tahun 2021.

Petugas pembuat Sk kurang upadate peraturan baru.
Untuk melakukan revisi dalam pembuatan SK.

SK yang diterbitkan secara admisitratif tidak memenuhi
syarat karena mendasarkan pada aturan yang sudah tidak
berlaku.
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Dalam pembuatan SK sebelum diterbitkan perlu cek dan
ricek Kembali terutama oleh atasan langsung.

Sudah ditindaklanjuti dengan mengupdate aturan yang
terbaru

SK Alih Media

KETUA PENGADILAN AGAMA KARUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGANMA KABUPATEN MALANG
Nomar : BATERPAWTI AVSSKMHK 62824

TENTANG
PETUGAS PENGELOLA ALI MEDIA ARSI PADA
PENGADILAN AGAMA KABUPATER MALANG

KETUA PEXGADRAK AGAMA KABUPATEN MALANG

Meciwarg 4 Bafhaa sk wiaceat uges Pergadian Agams Kab Malsrg puks dpandang
24l merunpk petsgas wage ol ath MadA Anip pede Peagecisr Agama Fab,
Valang
b, Ealtws yeng rarrearys S3e0avLs dalam surel kep atasan 14 dpandang mermpu sk
Gk sabagal petages pongelols al's rodis 0 zada Mergadie SpaTs Ksh
siang Koisy | A

T Undang-Undang Nomor 7 TeWn 1571 lostang Nelndasn-Kelsrdaan Sokox
wersan

s
935 Jo Lndang-Lrarg Nomor § Tehs
&
1 Ussang Undeng No 40 13
3 Lndang Undeng o
8. Undang-drdang ;
7 undang Ungarg Norw: 20 Tanun 7!
& w0 Sprmeriaieh i Nomoe
[ Aprwontes B
1 Pererinish No 28
5 Tabe
sk Nosonel Repablh movess Nomor § Tahwe 202
Padeenar: Utrom 7 Naskat Dl
3 Perciras Arsin Masiorsl Repudll dosesie Moces B Tawn 2037 soag
Pergeioissn Asp Slekipnk.
HEMUTUSKAN -
Wevesnoan KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG
PETUGAS PENGELOLA AL MEDIA ARSI PADA PENGADLAN AGAMA KAS
WALANG ;
KESATU oigddlen Azarie Kabupemn alang Moonce
waggel 07 Janasi A1 evng Peuges
ol A Mada Areh Pads Pogadien Agera <a0 daiang
CEDLA Merusuk 53 Muhabh Yusysfars, Jabslan: BPREN Seag n Agems
BNY seba)E ppuQM [egeus e meds D [ata Pe
KETiGA Seganal yang dnsvik pide Srh i prriamE STET FeRt Lt doger et s
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KEENE Surwl Aopunsen Wl te + Gwgget dienckas ca

vy s i
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swaganIra Temna
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3. Bidang Administrasi UMUM dan DIPA

Bendera halaman utama sudah lusuh, warna pudar.

Seharusnya bendera sebagai lambing Negara warna
merah putih cerah

Terlama dipakai terkena sinar matahari dan hujan

Kepedulian lembaga terhadap lambang Negara kurang
diperhatikan

Segera adakan penggantian secara berkala minimal setiap
2 bulan sekali

Telah ditindak lanjuti

Before

After
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Penomoran Barang Milik Negara (BMN) masih
menggunakan penomoran lama.

Seharusnya penomoran terhadam BMN berpedonam
padan SIMAN.

Pembuatan nomor tidak berpedoman pada SIMAN.

Nomor yang tertera pada barang BMN tidak sesuai dengan
petunjuk dalam SIMAN.

Segera ganti nomor BMN dengan berdoman pada SIMAN.

Telah ditindak lanjuti dengan mengupdate penomoran asset
BMN

Before

3 05.01.0500.604730.000.KD 2022

3..10°.01 .02 002, 3

3100102002
Lap Top

Merk - Axioo Mybook Pro K3 (8N5
-BW)

Realisasi keuangan DIPA sampai dengan tanggal 26 Maret
2024, untuk belanja pegawai sebesar 24,51 dan belanja
barang 23,75 % dan belanja modal 0 %.

Seharusnya untuk triwulan ketiga yang akan berakhir 31
Maret 2023 sudah mencapai 25 % dari total pagu

mengajukan pencairan DIPA terlambat

Pencairan DIPA tidak sesuai target

Segera ajukan pencairan DIPA

Rencana target Triwulan 1 adalah 25,27%, sedangkan
realisasi anggaran per 31 Maret 2024 sebesar 24,70%
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sehingga capaian target sudah mendekati rencana target
hal ini disebut masih dalam rasio normal untuk penyerapan
anggaran, untuk penyerapan selanjutnya diusahakan
mencapai target yang telah direncanakan

A oy REFUBLIK

'1._, b= PEMGAITL AN AGANA MAL ANA KAD. MALANG

PAGU DAH REALIEAS] BELANIA

B W sl

mapammingy [ Amsn| ey | samas | Laintuin | Yrasster

PAGY
REALSAS

3]
o | mew | morns | movw | mern] paeny

4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan,
Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan
Perkara, Mediasi)

Tanggal pengeluara biaya pengambilan sumpah selalu
bersamaan dengan tanggal pengeiuaran redaksi dan
meterai, seperti perkara nomor: 1421, 1422, 1423 dan
1425/Pdt.G/2024, pengambilan sumpah saksi dilakukan
tanggal 13 Maret 2024 akan tetapi biayanya baru
dikeluarkan tanggal 26 Maret 2024 (saat perkara putus).

- Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

- Seharusnya pada waktu pengambilan sumpah tanggal
itu juga biayanya dikeluarkan dalam jurnal keuangan.

Panitera Pengganti fidak melaporkan  adanya
pengambilan sumpah kepada kasir.

Kasir tidak tahu.

3. Panitera Pengganti supaya melaporkan kepada kasir
adanya pengambilan sumpah.

4. Dibuatkan instrumen biaya pengambilan sumpah.
Sudah ditindaklanjuti
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5. Bidang Administrasi Persidangan

Perkara Nomor 0096/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mig ;

BAS sidang pertama.tertulis perkara terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene;

Seharusnya ditulis “ terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kabupaten Malang “.

Hakim dan Panitera Pengganti kurang teliti ;

Menyalahi KMA Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 Tanggat 16
Desember 2022 Tentang Format dan Isi Putusan Perdata
Agama.

Seharusnya direnvoi dengan Sah dicoret disingkat sc. atau
sah diganti disingkat sdg.

Sudah ditindaklanjuti

B
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Perkara Nomor 0016/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg ;
4,

5.
6.

Penunjukan Jurusita tidak disebutkan siapa pejabat
Jurusitanya yang ditunjuk karena kosong;

tidak ada relaas panggilan sidang pertama;

Penyebutan di Penetapan Halaman 11 yaitu Pasal 89
Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama;

Seharusnya Panitera menunjuk Jurusita dalam perkara
a quo sesuai dengan Pasal 103 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009;

Seharusnya Pemohon dipanggil di persidangan sesuai
dengan Pasal 121 HIR, Pasal 26 PP Nomor 9 tahun
1975;

Seharusnya Penyebutan Pasal 89 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Kurang ketelitian dari Pejabat terkait seperti Panitera,
Hakim dan Panitera Pengganti;

Menyalahi ketentuan Pasal 121 HIR, dan Pasal 26 PP
Nomor 9 tahun 1975;

Agar mengikuti ketentuan Pasal 121 HIR, dan Pasal 26 PP
Nomor 9 tahun 1975;

Sudah ditindaklanjuti
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Perkara Nomor 5998/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg ;
4. BAS halaman 36 telah direnvoi oleh ketua majelis dan

Panitera Pengganti, akan tetapi belum diparaf
sebagaimana mestinya; Berlanjut pada halaman
40,41,44,45,76, dan 78;

. Ketua majelis dan Panitera Pengganti berbeda -beda
didalam menandai zero cross (z) ada yang tidak
membubuhkan paraf dibawahnya dan ada pula yang
membubuhkan paraf dibawahnya (misalnya Perkara
Nomor 006/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mig. dan
0096/Pdt.P/2024/PA Kabh.MIg.

. Didalam BAS halaman 86 disebutkan bhahwa upaya
hukum terhadap putusan a quo disebut verzet padahal
Tergugat permmah hadir di persidangan; {(putusan
kontradictoir).

. Seharusnya diparaf oleh Ketua Majelis dan panitera
Pengganti dalam perkara a quo;
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5. Seharusnya apabila ada pernyataan yang direnvoi
maka harus diberi keterangan disebelah Kirinya
naskah, diberi tanda misalnya centrang, diberi kode sc
jika dicoret, atau sdg jika diganti, kemudian diparaf oleh
Ketua majelis/fHakim dan Panitera Pengganti;

6. Upaya hokum terhadap a quo adalah banding karena
Tergugat pernah hadir di persidangan;

Kurang ketelitian Pejabat terkait seperti Hakim dan
Panitera Pengganti;

Menyalahi KMA Nomor: 359/KMA/SK/XI1/2022, Tanggal 16-
12- 2022 Tentang Format dan Isi Putusan Perdata Agama.

Agar mengikuti ketentuan KMA Nomor:
359/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 16 Desember 2022 Tentang
Format dan Isi Putusan Perdata Agama.

Sudah ditindaklanjuti
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Kepanjen, 5 April 2024
Panitera, Pit. Sekretaris,

hari, S.H., M.H. Buyung Tupfanggor, S.Kom.

Hasil pengawasan ini telah diverifikasi oleh Koordinator Hakim Pengawas

Bidang pada tanggal 5 April 2024.

Koordinator Hakim Pengawas Bidang,

Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.
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BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang
Triwulan | Tahun 2024 tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur
Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menunjukkan adanya peningkatan
dalam beberapa hal dengan ditandai telah adanya tindaklanjut dari beberapa
temuan Hasil Pengawasan sebelumnya, baik pengawasan eksternal maupun
pengawasan internal. Namun demikian, masih ada temuan-temuan yang
memerlukan kesungguhan pejabat terkait untuk menindaklanjuti sehingga
seluruh aspek pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan aturan yang
ada.

Untuk dapat menyelesaikan pelaksanaan tugas dengan baik dan benar,
maka harus selalu dijaga dan ditingkatkan kekompakan dan kerjasama segenap
aparatur pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan tetap mengikuti
perkembangan aturan yang ada. Dengan demikian diharapkan akan dapat
meminimalisasi kekurangan dan mendekatkan pada kesempurnaan hasil kerja

bersama.

B. Saran

Demikian Laporan Hasil Pengawasan ini dibuat dengan harapan semoga
dengan semangat Kerja Cerdas dan Kerja Ikhias serta Kerja Tuntas kita mampu
mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan selalu
termotivasi dengan motto “PA Kabupaten Malang PASTI BISA”, Pengadilan
Kabupaten Malang Profesional, Akuntabel, Santun, Transparan, Inovatif,
Bermartabal, Integritas, Semangat, nah.
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